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BUPATI LAMPUNG SELATAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah di lingkungan Perperintah
Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan
evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja oleh
Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

10.

11,

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400});

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan;

Peraluran Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan
Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten
Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.

(1)

. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada lingkup

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah  yang
selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban
danpeningkatan kinerja instansi pemerintah melalui
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis,

pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang
ditemukan  guna peningkatan akuntabilitas dan
peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

. Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi

Pemerintah.
BAB 11
TUJUAN
Pasal 2
Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam

mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.



(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
menilai tingkat implementasi SAKIP;

menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
AKIP; dan

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
periode sebelumnya.
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Pasal 3

Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4
(1) Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektorat Daerah dapat menggunakan
instrumen evaluasi berbasis elektronik.

Pasal 5

Pelaksanaan Evaluasi AKIP mengacu pada pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal  moret 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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pada tanggal @ arct ML
SEKRETARIS,DAERAH KABUPA% KN LAMPUNG SELATAN
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LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

TANGGAL : &/t TAHUN 2023
NOMOR : // 2023
PEDOMAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi
yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesual dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)] merupakan rangkalan
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu
dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.
Evaluasi AKIP ini diharapkan dapai mendorong setiap Perangkai
Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan
implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja {hasil)
yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang
dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun
dengan maksud memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi
AKIP yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan

evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan

avaliiaci AKTIP atac imnlementaci P nerhi Al i
cvaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain

evaluasi tersendiri berupa teknis pelaksanaan evaluasi untuk
memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan
kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaiuasi, kemudian
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan
desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi,
diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

| PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI
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C. Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui
sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran
dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong
setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan
melalui implementasi SAKIP. .
Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap
tahun sesuai dengan kebijakan implementasi SAKIP yang
ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung
pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan
instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan
evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.
Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya
adalah minimal untuk:
1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi
SAKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup

antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang
akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan,;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan
yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi
dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas
atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja
serta upaya perbaikan/penyempurnaannya vang
memberikan dampak besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang
memberikan kesan nyata (dampak} dalam peningkatan
implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

5. Penilaian capaian kinerja atas oufput maupun outcome serta
kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan

Traliitirthanv  rmanilainm macinnnl  tarhadan smnlamaoantac QATTD
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Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi
AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan
sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan
konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya
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\)\411111863 i vAadaiig, AlLilgEintd



II. PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam
dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya
informasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan
kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi AKIP
diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam
perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumny:fl.
Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis
evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun
guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan i1:1sta.1_ns§.
Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak
pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan

(progress);

2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya

(efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Persiapan yang matang sebelum melaksanakan -evaluasi
merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk
menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi
yang optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjailan dengan
maksimal. Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis
informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi
misalnya deskripsi, pertimbangan profesional (judgement}, dan
interpretasi. Jenis pembandingan yang akan dilakukan harus

nnnnnnnn lrniv Anmrne snmio tmiladimes o Aﬁ:ln:nvi kelayakanllprogress’
penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing
memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga
memerlukan desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus

Ainartimhonalz-on can ongifilr A e 1 rrm i
dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi,

antara lain:

1. Jenis informasi;

2. Sumber informasi;

3. Metode pengumpulan informasi,
a4

S

1. Walktu dan frekuensi nencumnulan informasi:
asl;
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. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau
hubungan sebab- akibat); dan
. Analisis perencanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang
perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:

h

1. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP
Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk
mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM)
evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan
pengendalian evaluasi.

2. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP
a. Metodologi
Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP
adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif

(kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan
evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan
kendala yang ada.



b. Teknik :
Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam

evaluasi

AKIP akan bergantung pada:
1) Kedalaman evaluatan (instansi pemerintah) dalam
" memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
2} Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang
(context) permasalahan yang dievaluasi;

3) Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.
1II. MEKANISME EVALUASI AKIP
Mckanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokkan dalam beberapa
tahapan antara lain:

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpertasi Data

7y er P e] 1 o " avraliiagr - 1ath
Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adaian

pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan
hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai
dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan
bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh instansi
saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi
(LHE).

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan
oleh tim evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan
penanggung jawab atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh
tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan
setidaknya memuat:

a. Nilai/predikat hasil evaluasi;
b. Kondisi;
c. Rekomendasi.

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah
diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam
penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan LHE
bersama-sama dengan tim yang lain.

3. Reviu Rancangan LHE AKIP

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi,
dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali
teknis dan pengendali mutu untuk memastikan objektivitas serta
kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya
ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan

evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan

LHE oleh penanggungjawab hasil evaluasi AKIP, yang

dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.

b. Penyampaian dan pengomunikasian LHE AKIP

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung

dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan

mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah
dilaksanakan.

4. Pengendalian evaluasi AKIP
Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga
agar evaluasi berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan



evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap

terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target,

tepat waktu, serta tepat biaya. Pengendalian evaluasi AKIP yang

dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator;
dan

¢. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang
terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga
ahli).

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti
mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil
evaluasi tetap mengikuti kebijakan — kebijakan yang berlaku.

IV. PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,
pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu Pra
Evaluasi AKIP dan Pelaksanaan Evaluasi AKIP.

A. Pra Evaluasi AKIP
Pra Evaluasi SAKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran
awal/informasi secara umum tentang unit kerja yang akan dievaluasi.
Beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait unit kerja
yang akan dievaluasi, antara lain:

Peraturan perundangan yang mendasari;

Mandat;

Tugas, fungsi, dan kewenangan,;

Struktur organisasi;

Hubungan /koordinasi dengan organisasi lain;

Permasalahan dan isu strategis;

Kinerja utama;

. Aktivitas utama,;

Sumber pembiayaan;

Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian Kinerja;

Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan

Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.
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Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada
pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra
evaluasi dititikberatkan untuk memahami unit kerja yang akan
dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data
awal dalam merencanakan evaluasi.

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP
1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun
sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi
merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam
implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu
diungkap meiaiui AKIP ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;



b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas serta upaya
kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan
dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam
mencapai kinerja berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian

beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada

dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta
obyektif unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-
komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja

Evaluasi, sesuai dengan Kkriteria masing-masing Kkomponen.

Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub-Komponen
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan
pada setiap komponen.

¢. Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-
komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah
atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan
kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Sub-Komponen
No - — = Total
Komponen ! < o Bobot
Keberadaan| Kualitas |Pemanfaatan
(20%) (30%) (50%)

1 |Perencanaan Kinerja 6 9 15 30

2 | Pengukuran Kinerja 6 9 15 30

Pelaporan Kinerja 3 4.5 7,5 15

4 E’i‘;f; If‘tlfa}‘;‘;ab‘htas 5 7,5 12,5 25

Nilai Akuntabilitas Kinerja 20 30 50 100

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian
dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam penyusunan Laporan
Hasil Evaluasi {LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai

berikut:




- Sub-Komponen

- Kriteria .~

1. Perencanaan
Kinerja

1. Dokumen

Perencanaan
kinerja telah
tersedia

£

. Terdapat peddman teknis

perencanaan kinerja.

. Terdapat dokumen

perencanaan Kinerja jangka
panjang.

. Terdapat dokumnen

perencanaan kinerja jangka
menengah.

Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
pendek.

Terdapat dokumen
perencanaan aktivitas yang
mendukung kinerja.
Terdapat dokumen
perencanaan anggaran yang
mendukung kinerja.

Setiap unit/satuan kerja
merumuskan dan
menetapkan perencanaan
kinerja.

2. Dokumen

perencanaan
kinerja telah
memenuhi

standar yang baik,

yaitu untuk
mencapai hasil,
dengan ukuran
kinerjayang
SMART,
menggunakan
penyelarasan
([cascading)
disetiap level
secara logis, serta
memperhatikan
kinerja bidang
lain {crosscutting)

)

. Dokumen Perencanaan

kinerja telah diformalkan.

Nnlnime ANrANIAAN
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kinerja telah dipublikasikan
tepat waktu.

. Dokumen perencanaan

kinerja telah
menggambarkan kebutuhan
atas kinerja sebenarnya yang
perhu dicapai.

Kualitas rumusan hasil
(tujuan/sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi
kinerja yang akan dicapai.

. Ukuran keberhasilan

(indikator kinerja) telah
memenuhi kriteria SMART.

. Indikator Kinerja Utama

(IKU) telah menggambarkan
Kondisi Kinerja Utama yang
harus dicapai, tertuang
secara berkelanjutan
(sustainable) tidak sering
diganti dalam 1 periode
perencanaan strategis).

. Target yang ditetapkan

dalam Perencanaan Kinerja
dapat dicapai {achievable),
menantang, dan realistis.
Setiap dokumen
perencanaan kinerja




| yang.berkes'iharh'bungan,

serta selaras antara kondisi/
hasil yang akan dicapai di
setiap level jabatan
{cascading).

. Perencanaan kinerja dapat

memberikan informasi
tentang hubungan kinerja,
strategi, kebijakan, bahkan
aktivitas antar bidang/
dengan tugas dan fungsi lain

yang berkaitan (crosscutting).

3. Perencanaan

pan N PN

kinerja telah
dimanfaatkan
untuk
mewujudkan hasil
yang

berkesinambungan

. Anggaran yang ditetapkan

telah mengacu pada kinerja
yang ingin dicapai.

. Aktivitas yang dilaksanakan

telah mendukung kinerja
yang ingin dicapai.

. Rencana aksli kinerja dapat

berjalan dinamis karena
capaian kinerja selalu
dipantau secara berkala.

. Terdapat perbaikan/

TenvammniiTmnaan l"n1-(_l imTmen
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perencanaan kinerja yang
ditetapkan dari hasil
analisis perbaikan kinerja
sebelumnya.

. Terdapat perbaikan/

penyempurnaan dokumen
perencanaan kinerja dalam
mewujudkan kondisi/hasil
yang lebih baik.

. Setiap unit/satuan kerja

berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah
direncanakan.

. Pimpinan terlibat dalam

mencapai kinerja yang telah
direncanakan.

. Setiap Pegawai berkomitmen

dalam mencapai kinerja
yang telah direncanakan.

. Kinerja individu telah

selaras dengan kinerja
organisasi.

2. Pengukuran
Kinerja

1. Pengukuran

kinerja telah
dilakukan

. Terdapat pedoman teknis

pengukuran kinerja dan
pengumpulan data
kinerja.

. Terdapat Definisi

Operasional yang jelas
atas kinerja dan cara




Komponen

mengukur indikator

Lasialid glie

. Terdapat mekanisme

vang jelas terhadap
pengumpulan data kinerja
yang dapat diandalkan.

2. Pengukuran

1 i talah
kinerja telah

menjadi
kebutuhan dalam
mewujudkan
kinerja secara
efektif dan efisien
dan telah
dilakukan secara
berjenjang dan
berkelanjutan

. Data kinerja yang

1 11]llr-an telah
dikumpulkan teiah

relevan untuk mengukur
capaian kinerja yang
diharapkan.

. Data kinerja yang

dikumpulkan telah
mendukung capaian
kinerja yang diharapkan.

. Pengukuran kinerja telah

dilakukan secara berkala.

melakukan pemantauan
atas pengukuran capaian
kinerja unit dibawahnya
secara berjenjang.

. Pengumpulan data kinerja

dan pengukuran capaian
kinerja telah
memanfaatkan

teknologi informasi
{aplikasi).

. Pengukuran

kinerja telah
dyjadikan dasar
dalam pemberian
reward dan
punishment, serta
penyesuaian
strategi dalam
mencapai kinerja
vang efektif dan

efisien

. Pengukuran kinerja telah

menjadi dasar dalam
penyesuaian (pemberian/
pengurangan) tunjangan
kinerja/penghasilan.

. Pengukuran kinerja telah

menjadi dasar dalam
penempatan/penghapusan
jabatan baik struktural
maupun fungsional.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian (refocusing)
organisasi.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian

strategi dalam mencapai
kinerja.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian

kebijakan dalam mencapai
kinerja.




" Komponen |

" Sub-Komponen

Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian

aktivitas dalam mencapai
kinerja.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian

kinerja.

. Terdapat efisiensi atas

penggunaan anggaran
dalam mencapai kinerja.
Setiap unit/satuan kerja
memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan
Kinerja

1. Terdapat dokumen

laporan yang
ﬂﬂﬂﬂﬂ Flfﬂ e
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kinerja
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Dokumen laporan kinerja
telah disusun.

Dokumen laporan kinerja
telah  disusun
berkala.

Dokumen laporan kinerja

telah diformalkan.
NDnlaimen 1
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telah direviu.

Dokumen laporan kinerja
telah dipublikasikan.
Dokumen laporan kinerja
telah disampaikan tepat
waktu.

. Dokumen laporan

kinerja telah
memenuhi standar
menggambarkan
kualitas atas
pencapaian kinerja,
informasi
keberhasilan/
kegagalan kinerja
serta upaya
perbaikan/
penyempurnaan nya

Dokumen laporan
kinerja disusun secara
berkualitas sesuai
dengan standar.
Dokumen laporan
kinerja telah mengungkap
seluruh informasi
tentang pencapaian
kinerja.

Dokumen laporan kinerja
telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja dengan target
tahunan.

Dokumen laporan kinerja
telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja dengan target
jangka menengah.
Dokumen laporan kinerja
telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi




Knteﬁa

kmer]a tahun tahun

sebelumnya.

Dokumen laporan

kinerja telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja dengan realiasi
kinerja di level nasional/
internasional {benchmark
kinerjaj.

Dokumen laporan kinerja
telah menginfokan kualitas
atas capaian kinerja
beserta upaya nyata dan/

o
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. Dokumen laporan kinerja

telah menginfokan
efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam

.l.l..l\rjl\-rapa.‘l I]{}.A .l.el_ja.

Dokumen laporan
kinerja telah menginfokan
upaya perbaikan dan
penyempurnaan Kinerja
ke depan (rekomendasi

perbaikan kinerja).

. Pelaporan kinerja
telah memberikan
dampak yang besar
dalam penyesuaian
strategi/kebijakan
dalam mencapai
kinerja berikutnya

Informasi dalam laporan
kinerja selalu menjadi
perhatian utama

Jawab]

Penyajian informasi dalam
laporan kinerja menjadi
kepedulian seluruh
pegawai.

Informasi dalam laporan
kinerja berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian aktivitas
untuk mencapai Kinerja.
Informasi dalam laporan
kinerja berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian penggunaan
anggaran untuk mencapai
kinerja.

Informasi dalam laporan
kinerja telah digunakan
dalam evaluasi
pencapaian keberhasilan
kinerja.

Informasi dalam laporan
kinerja telah digunakan
dalam penyesuaian




| perenéénaén .kinerja yang

akan dihadapi berikutnya.
Informasi dalam laporan
kinerja selaiu
mempengaruhi
perubahan
kinerja organisasi.

budaya

4. Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja
Internal

1.Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja
Internal telah
dilaksanakan

Terdapat pedoman teknis
Evaluasi Akuntabiiitas
Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal telah
dilaksanakan pada

e

L

seluruh il
kerja/perangkat daerah.
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal telah
dilaksanakan secara

e
berjenjang.

2.Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja
Internal telah
dilaksanakan secara
hoerlriialitae dAernaan
AL LS WA CALA LA U\JLASWI.

sumber daya yang
memadai

N

. Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal telah
dilaksanakan sesuai
standar.

Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal telah
dilaksanakan oleh SDM

yang memadai.

. Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal telah
dilaksanakan dengan
pendalaman yang

memadai.

. Evaluasi Akuntabilitas

Kineria Internal telah
dilaksanakan pada
seluruh unit
kerja/perangkat daerah.
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal telah
dilaksanakan
menggunakan teknologi
informasi (aplikasi).

3.Implementasi SAKIP

telah meningkat
karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Internal sehingga
memberikan kesan
yang nyata {(dampak]
dalam efektifitas dan
efisiensi kinerja

Seluruh rekomendasi atas
hasil evaluasi akuntablitas
kinerja internal telah
ditindaklanjuti.

Telah terjadi peningkatan
implementasi SAKIP
dengan melaksanakan
tindaklanjut atas
rekomendasi hasil
Evaluasi Akuntablitas
Kinerja Internal.




“Komponen |  SubKomponen | . Krtera.

3. Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Internal telah
dimanfaatkan untuk
perbaikan dan
peningkatan akuntabilitas
kinerja.

4. Hasil dari Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja

Internal telah

dimanfaatkan dalam

mendukung efektifitas dan
efisiensi kinerja.

Telah terjadi perbaikan

dan peningkatan kinerja

dengan memanfaatkan
hasil Evaluasi

Akuntablitas Kinerja

Internal.

wn

2. Evaluator AKIP

Tim Evaluator AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab,
Supervisor (Pengawas), Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagl
tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan menyusun
LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan).

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan “Profesional
Judgements” dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif.
LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam
melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan
informasi.

3. Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap
sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.
Sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.

Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban
AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai
dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Keberadaan
Pilihan Bobot
Jawaban Nilai Penjelasan
AA 100 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi {100%) dan
telah dipertahankan dalam setidaknya S tahun
terakhir.

A 90 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun
terakhir.

BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.




Pilihan Bobot )
Jawaban | Nilai Penjelasan

B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>75% - 100%}.

CcC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>50% - 75%).

C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25% - S0%).

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah
mulai dipenuhi (>0% - 25%).

E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam
pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.

Kualitas
Pilihan Bobot '
Jawaban Nilai Penjelasan
AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak
menjadi percontohan secara nasional

A 90 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa
dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>75% - 100%}.

CC 60 Jika kualitas sebagian besar Kriteria telah
terpenuhi (>50% - 75%).

C S0 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25% - 50%).

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah

1la ki nO/ _ NEO0LY
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E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam
pemenuhan Kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.

Pemanfaatan
Pilihan Bobot ‘
Jawaban Nilai Penjelasan
AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(10(‘)9/9\ dan terdnpaf upaya inovatif serta ];\vnlr
menjadi percontohan secara nasional

A 90 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa
dihargai dari pemenuhan Kriteria tersebut.

BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

terpenuhi (>75% - 100%).




Pilihan Bobot ]
Jawaban Nilai Penjelasan
CcC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

terpenuhi (>50% - 75%).

C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25% - 50%).

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah
mulai dipenuhi (>0% - 25%).

E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam
pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
Kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan
beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada

sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh
nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan
gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No | Kategori

Nilai
Angka

Interpretasi

1 AA

>G80-100

Sangat memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh
kinerja dikelola dengan sangat
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
terbentuk pemerintahan yang dinamis,
adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level
individu.

>80-90

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi
pemerintah/unit kerja dapat memimpin
perubahan dalam mewujudkan
pemerintahan berorientasi hasil, karena
pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke  level eselond/Pengawas/
subkoordinator

>70-80

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat
baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja
utama, maupun unit kerja pendukung.
Akuntabilitas yang sangat baik ditandai
dengan mulai terwujudnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai
kinerja, memiliki sistem manajemen yang
andal dan berbasis teknologi informasi,
serta pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eseion 3/ koordinator.




. Nilai )
No | Kategori | 5, gka Interpretasi

4 B >60-70 | Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah
baik pada 1/3 unit Kerja, khususnya unit
kerja utama. Terlihat masih perlu adanya
sedikit perbaikan pada unit kerja, serta
komitmen dalam manajemen Kinerja.
Pengukuran kinerja baru dilaksanakan

P tat2L Aleen
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5 CcC >50-60 | Cukup (memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup
baik. Namun demikian, masih perlu
banyak  perbaikan walaupun tidak
mendasar khususnya akuntabilitas kinerja
pada unit kerja.

6 C >30-30 | Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang
dapat diandalkan. Belum terimplementasi
sistern manajemen kinerja sehingga masih
perlu banyak perbaikan mendasar di level
pusat.

7 D 0-30 Sangat Kurang

sekah t1dak dapat dlandalkan. Sama sekall
belum terdapat penerapan manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan / perubahan yang sifatnya
sangat mendasar, khususnya dalam
implementasi SAKIP.

5. Pemantauan Berkelanjutan
Untuk men_]aga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu

: ot |
ecara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan

pengaturan sebagai berikut:

a) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh
supervisor tim; dan

b) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim
evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan
penetapan kategori hasil evaluasi.

V. PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP

Setiap surat tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP
harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi {LKE) dan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan hasil pengumpulan
data dan berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk
perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi
perbaikan peningkatan AKIP.Data dan fakta tersebut ditulis dan dianalisis
sampai pada simpulannya dalam LHE.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan
hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah yang
dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative
finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan




dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk

mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. Bagi Perangkat

Daerah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi

diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun

sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan
dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang
baik, antara lain:

1) Penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk
perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau
membingungkan dalam proses penyimpuian dan kompilasidata; dan

2) Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil
evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.



A.FORMAT DAN ISI LHE

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampng Selatan 35513
Telp.(0727)322221,Fax(0727) 322221

Katianda,................ 20XX
Kepada
Yth. Sdr. Kepala OPD
Nomor : Di -
Sifat : Lampung Selatan
Lampiran
Perihai . Laporan Hasii Evaiuasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 20XX

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada
Perangkat Daerah..........................c.. Kabupaten Lampung Selatan.
Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor  Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan.

Tujuan evaluasi ini untuk menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja atau
pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran
dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (result
oriented goverment) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dari hasil evaluasi menunjukan bahwa Perangkat
Daerah.................... Kabupaten L.ampung Selatan memperoleh nilai angka (O
— 100) dengan kategori “AA/A/BB/B/CCIC/DIE” Interpretasi

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai Tahun

Bobot Nilai
a. Perencanaan Kinerja % (0-100)
b. Pengukuran Kinerja % (0-100)
¢. Pelaporan Kinerja % (0-100)
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal % (0-100)
Nilai Hasil Evaluasi 100 %
Tingkat Akuntabilitas Kinerja
interpretasi




Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah...................... Kabupaten Lampung Selatan saat ini,
(kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), Kami juga menilai dan melihat
kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan
dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta
rekomendasinya yang diperiukan :

- USROS (hat-hal yang perlu diperhatikan)
B, e ———— (hal-hal yang perlu diperhatikan)
¢. dst

2. Terhadap permasalahan tersebut, kami merekomendasikan :

B e e e rEKOMENdasi 1)
D e (rekomendasi 2)
c. dst.

Demikikan disampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP sebagai
penerapan manajemen kinerja, Atas perhatian dan kerjasama saudara kami
ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

B.PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI
Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada Bupati Lampung Selatan dengan

tembusan kepada MenPAN-RB / Gubernur.
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Unit/Satker

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Jaw Catatan

Daftar

Nilai Evidence
aban

Kriteria:

a. Jika »90 % target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat
dalam pengajuan dan pengaloksian anggaran

b. Jika >75 % target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat
dalam pengajuan dan pengaloksian anggaran £90%

i da Kineri ein di . c. Jika >40 % target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat
1 Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. dalam pengajuan dan pengaloksian anggaran 75%

d. Jika >10 % target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat
dalam pengajuan dan pengaloksian anggaran <40%

e. Jika s10% target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat
dalam pengajuan dan pengaloksian anggaran

a. Jika >90% aktivitas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah menunjang

target kinerja (outcome)

b. Jika >75% aktivitas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah menunjang

target kinerja (outcome) <90%

c. Jika >40% aktivitas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah menunjang

target kinerja (outcome) £75%

d. Jika >10% aktivitas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah menunjang

target Kinerja (outcome) s40%

e. Jika £10% aktivitas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah menunjang

target kinerja (outcome)

Definisi "Aktivitas" antara lain: kegiatan, rencana aksi, perencanaan anggaran,

rencana strategi, koordinasi, kebijakan, solusi, perumusan, penetapan

2 | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan
3 baik, atau setidaknya masih on the right track.
Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu

Laporan Perkembangan Kinerja Triwulanan

Laporan Perkembangan Kinerja Triwulanan
4 dipantau secara berkala, p g iy
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang . L L.
5 | ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Laporan Dalev
6 Terdapat vowcmﬁmh\.vau%mavcgmmﬁ Uou..Eme Perencanaan Kinerja dalam Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Laporan Dalev
mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

7 Setiap SU.E_. mmﬁ.umh kerja Bo_ﬁ.mrEE dan peduli, serta berkomitmen dalam Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Perkembangan Kinerja
mencapai kinerja yang telah direncanakan

| . B




Unit/Satker

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Jaw

aban Nilai

Setiap Pegawai mernahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah direncanakan.

Catatan

a. Apabila >90% pegawail berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncakanan dalam
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP}
b. Apabila >=75% pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncakanan dalam
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) £90%

c. Apabila »40% pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncakanan dalarn
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) s75%

d. Apabila >10% pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncakanan dalam
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) £40%

e. Apabila £10% pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncakanan dalam
Sasaran Kinerja Pegawai {SKP}

Daftar
Evidence

PENGUKURAN KINERJA 30,00 0

Belum
Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 Diisi

Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja.

Perbup SAKIP

Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja.

a. Terdapat Definisi Operasional >90% dari Indikator Kinerja dan Pengukuran Indikator Kinerja.

b. Terdapat Definisi Operasional >75% dari Indikator Kinerja dan Pengukuran Indikator Kinerja
<90%

c. Terdapat Definisi Operasional >40% dari Indikator Kinerja dan Pengukuran Indikator Kinerja
£75%

d. Terdapat Definisi Operasional >10% dari Indikator Kinerja dan Pengukuran Indikator Kinerja
s40%

e. Terdapat Definisi Operasional £10% dari Indikator Kinerja dan Pengukuran Indikator Kinerja.

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang
dapat diandalkan.

a. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
b. apabila mekanisme pengurmnpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali
penanggung jawab vang jelas;

c. apabila > 80% capaian (realisasi) kinerja dapat diyakini validitas datanya;

d. apabila realisasi data kinerja kurang dapat diyakini validitasnya (validitas sumber data
diragukan)

e. apabila realisasi data kinerja tidak dapat diverifikasi Mekanisme pengumpulan data yang
memadai dengan kriteria sbb :

- Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date;

- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;

- Ada kernudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;

- Terdapat penanggungjawab yang jelas;




(121spwIas [UeURIMLI / UTeeng)
BIE3MIaq BI202S BAUISESIEAI INNNIP YB3} ISHY Bueouay] urefep epe 3ued 198re) yninjes enqede ‘e

“gles(Iaq eIeoss UeNNyep Ues} elloun] ueIns

(M)

9,01 > surs{npuawl gefa] Fuek elidun] (uereded) ejep endqede -

%0F > Sursnpusw ye2y 3usk eliauny (weredes) Byep > o401 engede

056/ > Bunynpuow yesy Suek el1sury (veredes) erep > 94,04 eniqede -

{0406 > Sursinpusur yera) 3uek vloury (ereded) viep > %5, engede -
‘Bunynpuaw yers) ueypseyrp 3ued elioup] (ueredeo) v1ep 9,06 WP YIgI[ enqede

wesd
Bued elioup urtedes Funynpusw yea] ueThduinsrp Sued eliaur

%01 > UBAI[RI e[ sues eloun] (uereded) elep efiqede *

%40t > ueasraa el Buesf eltaun {(ueredeo) eyep > 2,01 Bngeds -

‘oG > uBAd[al Yyelel Suek elivury (ueredes) wyep > 940+ eniqede

‘0406 > UeAd[al Yer: dued eliouny (uereded) erep > %G, enqede

‘ueaafal yepa) uexseyrp 3uek elisuny (weredeo) e1ep %06 LIep YIga] Bliqeds

O 0WoOolO oo

‘vedereylp Suei
uetedes INn3Usw YNIUN UeAl[al ye[al ueNindunyp Jued elisur

eloun] uein@uad [1sey se1e Iniie[ yepun 1edepis]

elzoury ueinynduad [1seY ISEIUWNHOP Tedepls]-

‘srpotrad

BIed9s eloun] veinyndusd swstreaw Fueiua) sepsl Suek JOg nere swstuedaur ‘Tenpel redepaay, -
“ue[nmiy eIedas uenenp jedep edmnluerss Sued uveunye; ellsuny ueinynduad jedepasy, -

: qqs yeredserd eped noeduswt elroury uereded ueInyniuad

‘I0jIuoWIp Wepn elsun] weinsnduag '9

‘sefel Buek swstusaw

neye JOg edue) ‘enpelio) yepn ‘[Ruspisul Bleses ueyrenp slsup] uesnynduad eliqede p
‘ueNLIaqIp 3ued sepuswoal depeyls) nlue yepun

BpE 3[epn UNUIBU JNQISID BLIOLY uedusp Mipowuad weqrnyelp yeal efouny 1s8re) eqiqede o
‘nniueMepUnNIP ISEPUSUIONAI YILIN3S WN{aq UNUIeU ‘emeqp

uesingas1p Fuwed vl veyIeseplaq Mipouad ueynaerp yesl elisun] ueinznduad enqgede 'q
‘qemeqIp Ueingssip 8ued BLILLL yrunas

qnuawawr uep Mipowsd wesmenp yelsl eloun] ueinynduad enqede e

“elroun{ ueredes anynFuaw
(1a3e ]y uoisioa]) uwesninday nqureluad redeqos 1BQLIS) MRS e

unnfus
- usp Zuefualiaq BIB9S UHY
Rl 00°6 He[o) Uep USIEYA Uup JIINOFT

efIaury] uRYpnfnmour wWerep UByl
pefuaw ye[s) efroupy weiny

Iouspiag
Ieyed

eiep ueyeresay pelis) e sefpl 3uek 4Og 1edepia], -
BAUAISATSP MIMEM SEfa -

ueleled

ueqe

Te[IN mep

erxajuy fusuodwoy qng /uwaucdwio

joqog
I1aqyeg/yuun




1581e] redesuawt yepn Buel uedusp 198181 redecuasw Jued temedad 1eqeldd -

(eduelroury

selal yepn) elounjiag yepn Suwed uedusp eliounilaq Bued remedad /1eqelag

urel exejne Jusurystund g premsi yeqsun (Iseynuspnp yedep)

ueepaqiad jedepis: eniqede yuswysund | presmas ueBusp jTeyI9] ueqeieip usinynduad 1sel

wowysiund pue premsl ueusquad resep Tefeqas ¢p0[5

UEfjeRjuURIIpP Ye[s) urunye} elisun] euesusl weep slisun ueredes vernynduad [1sey eI "9
9,05 1uswyYsIund pue premal uellaquad resep redeqas o0T<

UEMIERJURUIIP UE[2) eunife) elIsury eueousl wrerep elour uveredes urinynduad fisey exip p
2,6/ 5 jusmysiund pue premal uelquad resep redeqas o0b<

ueleejuewIp Yerl veunyel elouly eweouss urerep eloup] veredes weinynduad psey exip 0
- %065 1uamysiund pue premal uenequad Iesep edrqas 9,6 <
UBMJERJUBTIIP e[} UBUNE} BlIaun vueouat werep eloury versdes ueinynduad isey eyip 'q
Juswrystund pue premal welaquiad Iesep redeqas %406<

URMIERjURTIID Yeia] weunie) elisun] eueous! weep elroun] ueredes ueinynduad Nisey ey &

-uenseyBuad felrsaury weBueluny (veBuweinSuad / uel:
uerensafuad wrerep Ifesep pelUswl Ued) elIioury vern

warsgas uep JNaya Jued
sna ‘ redeouwamr urerep [3ajens werBNEIAUA(
mnieg bo'st ‘yuswysyung uup premay uvpsquiad
sesup usqIpefip yera) v[xoupy weiny

yedao uep yeda) 11qa] BIed9s weynuspirp jedep eliouny ueredes edduyas Bojousa)
uetnjueq ueNeundsduow ye9l elIsun ueredeo teinyn3usd uenyeRw yelal NI/ W engede

(s
1seunIofu] 13ojouns], Ueqivejuewowl ey eloun] ueredeo weidns

sefer dnyny

s
ISEULIOU] Bojouxa ], UeNjeelueatl els) eloun] vyep uenduw

1@dunue; ueurdund epeday redures eusleuew ‘Jeis ep

enu Juelualiaq eresss elrauny usimynduad 9,015 UBNNYRRW YB[9] Yuiseq 1eqduelad enqede 9
0,0vs 133ungay weurdund epedsy redures reuafewrem ‘s Lrep

e irefusliag eresss eloun wernynduad o401 < wesnyeaw yera) yelse( jesduelsd enqede p
9,6 .5 E3unte; weurdund epeday redwes [erisfeuew ‘Jeis Lrep

reinun Fuelualing Bleoss vloun meinindusd on0p< U NRPW UB[2] Yelar(g jeqduelad eniqede 0
9,065 138unia ueurdund epeday redures relafeuew ‘Jeis LIBp

renm Fuelusfiag vresss elisun] uernn8uad 946/« UBMNI{B[aW YE[9] yeIseq jeqdueisd enqede q
133un.u2y ueurdund epeday redures eueleuem ‘pos Lrep

renu urefusfiag ereocss elouny weneindusd 9,06« UBNIE[PW B[] Yelae(] jexduslsd Bliqede ‘v

asuapiag

reyea uejele

‘Buelualizq ereoss BAUYBMEQIP JTUTL
weredes veinynduad sere veneiuvewad TR Ne[IW [SESIUESI0 [249]
uege

TON

joqog vy fusuvodwoy qng/usuoduwio

1188 /31Un



uweunye] elisuny eueduor urefep eliouny

weredeo ueinsndusd wrep nfuel yepun wrep %015 wexednisw ueyiseyrp Bued uexeliqay exip -3
04L0Fs eunie] B[Ioun euedusl urerep elioumny

ueredeo weansirBuad wep nluel yepun wep 9,01 < ueNedniaw uexyseyrp Sued vexeliqsy exir p
9,6 /5 uBUNYE] BlIaun] BuBdUal weep elisun]

ueredes vearnIusd wep nfuet epun Uep o0p< texedrusw wesseyp Jued ueseliqay exip -2
%065 Ueunyel elisunf euedsuas weep elisury

uereded ueininduad wrep infire] yepun Lep %G/ < teyednrow ueyseyip Sued weyeliqay eqir 'q
ueunye) vIoun] eurousl uerep elloun]

ueredes ueinyn3uad wrep jnfue] yepun wep o406« UeNedniow ueyseyp Suek wexe(iqas eqr e

“elraun ted
wretep uexefigay uerensafuad ynuredusdwow yers) elioury weans

uveunye] e[Iaun] euedUsl WeEp

elioun] ueredes wernnduad 1sey Inlte] spepun Wwep %01 s weyTe{ep Hajens uerensadiuad e 9
9%, 0+S UeunNyE] BlIaun BUEOUST UrE[ep

elauy uetedes veanynduad psey 1nlue] Nepun Lep o,H1 < UeNep [ajens wewensaiusd eyiQ 'p
9,55 weuniye; elloun] vueoual werep elraun] uetededs ueinynduad [1sey nfue|

HEPUT LIEP %0b< UBNNHEIP 18oje.0s uerensaiuad X "o 9065 Urunye) elioury sueoual weep
el1aury uereden ueInynduad [1sey Infue] Yepun Lep oS/ < UeNnerp Harens verensaiuad ey q
reunye) eIourns] BUeOUSI Weep

elpury ueredeo uearnyniuad qrsey jnfue] epun MBD %06< UENILNE[D 13a)ens verensaiuad eqip e

“elraupi red
urerep 13ajeng uerensafuad ynreluadwawr yepsy elaury teinsy

uweunye; elfoun{ eUBDUSI

urerep eloup ueredes veinynduad [IseY IN[UEREPUL] LIED %05 WenNYeip SUIsnaojd exqip '3
24,045 weunye] elIzun] vuesual

urerep elpun| uereded ussnsnduad fsey nluepfepur 1ep 901 < Wenep 3usnoojal e 'p
) %G /5 weunye)} elrsurq euesuad
werep elsupnt teredes vemmynduad [1sey InfUeR{epun Lep o,0db< We{NNEP SUISTo0al ey 2
%065 Ueuntye) elrsuny euesusl

urerep elsun ueredeo veinynBuad [1sey IN[UBREPUN LIEP %G /< UBNYEIp Bulsnool eI 'q
eunye: elIsun] Bureousl

urerep eliouny ueredes veimsnduad 11sey nfirepepun wrep o,06< UeNNeIp 8uisnoojal ey &

'188§
(8usnoojey) uerensaduad wnreduaduwow yerel elraury Ueins

seppr dnyng

‘TeuotsBuny undnew [BINIMNIS Hreq U
uesndeySuad /ueredwauad werep sesep pelfusit Yepa) eloury weiny

Jepuels Sued uedusp repuels seyep uereded ueBusp remedad /reqelog -
(resatas EPN) n3Em yedan yepn Sued weSuap nivea yedsy resajes Jued remelod /reqelad -

uelery

uege

WON

joqo4g errajy fuswodwoy gng /usuodwo

Iayjeg/Nupn



1sestuedIo sejisedey UBdUap TENSas

UBp 902IN0 jenuaw yee) Sued ellaun] uereses LIEp 9,015 weyningip 8ues uersdsdue eI 2
%0Fs 1sesiuedio sensedey wedusp rensss

UBp aurocne jenwow yea) Jued elioun] wereses Lep 9401 < UeNymIngp Sued uereddue ey 'p
%S .5 1sestuedio seysedey uedusp rensas

wep SWodINo Jenuem yes) 3uwed elloun] usreses Lep 9,0t< weqyninglp dued uereddue eI 2
9,065 IsesTuedio sensedey uedusp rensos

UEp JLWI0IN0 JEnIAW UeTa) Sued eIaun] ueleses LIEP %G A< ueyningp Sued uere88ue ey 'q
wsestuedao sensedey uedusp 1BNSsIS

uep swodino Jenwaw yeys) Sued elisun] uereses ep 9,06< ueymngp Sues ueredfue ey B

“elaury redeousuw weep uereddue ureunddusd SEIE ISUISYS Ye

usunye] el1oury eueousl uemep eloun

ueredes uernynduad Lrep inlie] yepun wrep 9,015 wexedniaw weynnp uei versddue exip ‘o
9,045 ueunye] elaun] suesuss urefep elauny

ueredes urinynBuad wep infue; yepun wep 9,01 < vexsdniaw vexyryngp Bued ueseddue exir 'p
, 94,6 .5 weunye) elioun] vueosual urefep eliounf

weredeo wenynsusd wep nfue] yEpun ep %0k< Ueednisw weymngp Sued uereddue ey o
) e,065 ueutigel elipuny euedual werep eliaumy

mereded usinyn2uad wep jnfire] epun wep 9,/ < Weedniaw veNyningrp Fued wereddue vyIr "q
uweunye) elioury euedual urelep elauny

ueredes uveinynduad rep nlue] ¥epun LEp %,06< Ueednisw ueyyninglp Sued uerefdue eI e

“elrsury red
werep uverediuy uerensafusd nynrelusdurow yere) elIsun] UeIny

ueuniye] eliaup] eueouas urerep eliauny

weredes veanynduad wep inlue] yepun Lep o015 usedniow ueyrofenp Bued seyane eyr 2
%05 UBUNye} elIoUD] BUBIUII URep elIoun]

ueredes ueinsyndusd wrep jnlue] yepun Lep %01 < weyedniow uesnyep Sued seianse el p
9,625 ueunye; elloun euedusl werep eloury

ueredes uweanynduad rep nlue] yepun ep % 0p< Ueednisw ueynenp sued sejanye ey ‘o
%065 Ueunye; elioun] euesusl ureep elisuny

ueredes ueanynduad wep nfue] yepun wep %¢ < veyedrusw uenyep dued senanye exir q
weunyel e1oun] eweouss uremep elpupy

uereded ueaneinduad Lep infue| yepun LEp 9% 06< vexednisw uesnyep Sued sepanye eqip B

asuapiag S—

Ieyed

“elroury red
werep selAnyy uerensaduad ynredusdursw yersy elisury ueans

ueqe
Te[IN
MEL  joqog er1ay /usuodwoy gng/usuodwo

1ayes/Iun



wexdelapp Sued niyes selgq meSusp rensas weireduresp elourn wesode; exir

‘nyem jedsy uesreduresip Yejsl vlsuny maliode] uaturyod]

{uexnuLIp Yeps) Fued npyem sejeq weusp feuondo) uerel1sq unyel g NVJUSURY NIATH dIMVS
-3 5718QPM UED ‘Yelsr(] TeNBuBIsg TUIS3I NISqam INfe[ew ueyisexyqndip yers} vaIsuay uewnyog

weyisexiqndip yersy elsury uesodeT uswnyog

seop djng

‘AP Yers elrsury welode] uswnyod

(reurio]) wedelauad
redeqes Jueusmiaq jeqefed uedueiepueip UBBUSp UNsNsIa) Ye[a) elouny] usiode] exiy

‘uBN[eWIoNp Yeal vliasury uelode] uswiniod

unye} denas unsusip eflsury uvelode] exqp

“Brey.Iaq EIBOIS UNSNSIP yeal elrsury ueiode| uswniog

sefar dnyny

‘unsnsip yeal efiaury ueiodeT uawnyo(]

L3 e . slxaury ueyrequedFusm
wmiag oo'® Suef ueiode] usumiyoq judepia],

o 00°ST VOUANTE NVNOdVIEd

asuaping
1eyyed

~elioun ueinqnduad [Isey UeNIesepiaq TeNTOE[p SNIey JUeA

veqeusquad nfuepepun depeylsl Temedad 9,015 1s3e mynrefusdwew elrouny usanynduad exip -3
0,045 eloun teannSuad [1sey Texreseplaq ueHNNEP stuey Fued ueysusquiad

infueprepun depeyia) temedad 94,01 < 1538 ynredusdurow elioun] weinynduad ey p

0,5 .5 elloun vernsnduad [Isey UexIesepidq UBHIOENP sniey Jued veyeusquiad

nfueprepun depeylss remedad op0p< 1838 ynreduaduwew ellauny urinsnduad eI 0

04,065 Blloun] ueinynduad IsBY UeNIesEpPIaq UENNe[p snrey Bued ueyeuaquwsd

miieprepun depeysa) temedad o,6,.< 137 gnreduadursw elzourny verrsnduad exir ‘g

efisuny ueinynfuad j1sey UeqIesepIsq UeNIE[IP stuey Jusk usyeusquiad

nfueprepun depeyrsy Temedad o406« 183 Iuredusduwowr elaun wernynduad vyir =

elroun] uernyniusd sey sele npad uep nuweyewswm remedad deneg

0]

elpupn] velmynduad 158y UBNIBSEDISq ueqTe)p stuBy Juel ueysuaquad

depeyial el1oy uenies /jum 9,015 Infuepiepun yureduadwaw vlisun] veinynduad exyie 2
9,05 eloun ueannduad [1sey ueNIeseplaq UeXmEp sney Busd ueyeusquisd
depeyis) eliey werges /1N 901 < infrepepun ynredusdww elioury wernsnduad eiir p
9,65 elrouny ueinynBuad [sey UedIBsepIaq WenEp snrey Sued ueyeuaquiad
depeyie) el1ay uenjyes/uun % o+< Inlueprepun nredusdwaw elivun] veinynduad exip
9065 Blaun] veinynsuad [1sey uexIesepIaq U IRENP snIey Jued weyeuaquiad
depeyisl elioy usnies,/yun ug < infueprepun ynirdusdwaw eliouny weanynduad eqip 'q
elroury ueimnduad [1sey ueNIeseplaq weNneIp sney Susd ueyesusquad

depeyia) Blzey uenjes/jun 9,06< Infuepepun ynrefusdwsw elowy wernndusd ey e

ueieie)

el uny
uearsinduad psey sere mped uep nreyewsw ey wenyes /ytun denag

ueqe
W

joqoq euaay /usuoduwoy qug/usuodwoy

1388 /3un




ueunye; 135.1e]
weBuap rlrsuny weseas uweuipirediad 9,01 5 vedorutduaw yere) elioup| ueiode] UswWnNoOp BYI *2
oL (ps treunye) 12812y weSuop vlIsun wesi[eal wedupueqrasd ojul > 9,01 BYIL P

9,65 ueunye) 398.u1 ueduap elsuny 1sesesl wedupreqisd ojur > 9404 B D €
94,065 Ueunywl 12812 weduop elioury sesieas usBurpuraqrad oJul » 94,6/, BN '
ueunye] }e8m) ‘weunye) 1a31e) uefusp elaUPl
weSusp evlIaun 1sesi[eal wedurpueqiad 9,06 < Ueiojudusw yee} elroun{ ueiode] UaWINYOP EYI "B sesTesl ueSurpueqlad veyojuBusw Yels) ellsury welode] uswnod
elioupy veredeouad seuLIoUl 9,01 5 dexsunidusw ye(al sliaun] ueicde] uswnyop eMI '3
o%0F 5 elrouny ueredeouad ISBULIOIUT > %01 BYI[" ‘P
9,5/ 5 el1oun] ueredeouad [SEWIOIUL > %0y BYI O (£
406 5 eloun] uetedeosuad ISBULIOIUT » 04G /., BN °q el1oury ﬁm.ﬁmmmoﬁum
elsuny weredeouad 1semuIorur 9,06 < deydundusw yera) elioun{ uesode] uswrs{op eI € Surjuoy wewou ynatyss dexBunBuow yeey elisury uelode usumod
2,015 ep UIqa] Jepue)s eLsjy Wedusp rensas elioun merode] uswinyop efiqede "9
%Ob> JEpUE}S BLaIL wedusp 1ensas »9,01 enqede p
‘040G > JBPUE]S BLISILIY ueBuap ensss »%0 enqede o
‘0406 > JePUR]S BLIIILIY Ueduap rensss >%c . enqede g
2,06 LEP YIgo[ FEpuels BlIauy uwedusp rensss elIsun] uerode] uswnop eriqede & -repuels 1

eyep wepnjdesas uep ‘elaury werluellsd ‘“ensusy eped Jneypul veeuepusd uLog weBUsp Tensas sejenyisq eIeods unsnsip elisury ueiode] uswnxOd

weadure] : dninuad g infuel yepul], ‘usreddue 19esear asestusdiO elraury uerede)d @[] ged
AHT weseNSury ‘stusiy

sas01 Blad ‘eloury Surpesse) ‘Mi8ajens nsi ‘sBuny uep sedn], sesTUEdl) NS ¢ 1 ged

1 n¥ueq reSeqss ueNIfeAuow YB[EPR 1BPUR]S BLISILIY

eduusrmindwoiuad fueqregF* ad

eledn wyras efroup ueredulday/uvseyra ™
Fhd oS't 1semrojur ‘efroury urredeosrdd | I'E
su¥je sejIeny ueyIequediusur repurviS
qnuamaw yeya) efzaury werode] usumCd

wngeg

ueqe
Te[IN
AouUspIng ueiele) S joqog erIaay fusucdwoy qng /usucduroy

reyeq
13esg/yun




asuapiag
1eyzeq

%0F>

viuuelequiey neye/uep eleiu vledn vlissaq Bloun] uveredes seje SeTENRY OJUL > 94,01 BYIL ‘P
%GLE

eluuerequiey neje/uep vrefu eledn vlissaq eloup weredes sele seyreny] oful » %0+ @Y 'O

« %06

s vAuuejequey neje /uep vieiu eledn vposaq elisun] ueredeo seye seyeny ofjul > 944G/ B °q
efuuerequey neje/uep ejeiu ledn

vpasaq eliouny ueredes seye SBIENY 9506 < Uesojutduaw eld) eloun| werode] uswnop ey e

“pAUUReqUIEY Neje /uep vledu ededn
elrauny weredes seje selmeny ueyojurBuow yels] elisun uelode] UaU

TeucIselLIauL /[euoiseu [242] 1p el1ouny 1seeal

ueBuop eliouny 1sesireas uedurpueqrad 4,01 5 ueyojudusw yYerel elioun uerode] usN{OP BYIP ‘2
9,0t 5 [EHOISEUINUI/ [eUCISBU

12421 1p elauny 1seiMeal weduap elioup] 1sesireas wedwipurqiad oput » 9,01 efif P

9,G/ 5 [BUOISBUIIUL/ [BUOISEU

13497 1p elsury 1seifeas ueBuap elIaury wesiesl wedurpiregtad oful > %04 BNIf* 2

%06 5 [BUOISBUIa}Ul/[eucIseu

12491 Tp elrauty 1sEI[Eas Ueduap eliouny 1sesiear uedurpueqrad ojul > %G/ eyif 'q

[euoiseuIaiul /TeuoIsBU [2A9] TP Blour] 1seqeal

uedusp el1sury Isesieas uedumueqiad 9,06 « Ueojm3uauI Ye[a) elsun] uelode] uswumyop BYI[ '€

.A.m
Frewyouag) [BUOISEILIS]UL/ [BUOISEU [9A3] IP Bl1auny seress ueduap 1
ses[eal ueBurpueqiad ueyoyumBuat yeral elourny] meiodeT uat

BAULWIN2aS unyel-unye) ellauny isesqesl

wedusp eloury seseas ueduipusqrad o401 5 U oudusw yera) elioup] usiode] UsuInyop BjI[ '9
%0t 5 eAuWIN[eqas

unye;-unye; elisuny sesiess usBuap Blauy 1sesyeal tedupueglad ofn > 9,01 I ‘P

oG/ 5 eAUuwIng2qas

unyel-unye) elisury sesirear ueduap elsury sesifess uedupueqlsd oful » %04 BN D

%06 5 BAUWINI2QIS

unyel-unye} elisuny 1sesieas vedusp vlioup sesear uedwmpueqrad oJjut > 9%,G. BHI 'q
eAUWIN[2Q3S UNYe}-unye} elloury wesnesl

weSusp elioury 1sesEsl Uedupueqlad o506 < UBMNOJUIBULLW Ye[d) BlIaury Uelode] uswnyop exiy e

“eAUWN[agas UNYe;-unye) elIoun| isesyeas veduap
1sesesl veduipueqiad ueyojurduotu yeys) elisury] welode] uav

yedususw exdue( 19812}

ueBuap elsuny sesifess usdurpueqlad 9,01 5 ueyojudusw Yeya) elisuny ueiode] uswnop ey 2
u,0¢ 5 YeBusuawr exdue! 198re; wedusp elaun seseal uedurpueqiad ojul > 90T eI P

oG/ s YeBuausw exBue( 10812 urBusp ellourny seseas ueluipueqlsd ofur > %40+ BN O

%06 5 edususw exduel 15827 ueBusp elidupy sesteas vedurpueqiad ojul > 9,62 BHIN g
yeduosuasw exduel 10818

ueSuap eloup] sesea: ueBurpueqlad 9,06 < Ueyoyurdusw e[a] eltaury uerlode] UswWNyop BYIM B

ueyjeye)

‘qedususwt exfBuel jo8re) ueduap 1
1sesyeal weBurpuegtad usiojuiBustl yela) elsurny welodeT uav

ueqe

TeIN R

errayry fusuodwoy gqng/uauoduo

joqog

I9YYes /U



%01

s sepanye uerensafuad werep ueeunBip yers) vreytaq elisun] welode; urerep 1seuLIoU] eyip "9
%0F 5 selanye

usrensaiuad wmepep ueepundip yelel eredisq eliouny verode] welep ISRULIOIUL > %01 B ‘P
%S4 5 SENADNE

uverensafusd weep uexeundp Yeo) vrexisq eloun ustode] UETEp ISRULIOIUL > %04 B 'O
%06 5 Se)ATINE

werensaduad urerep uexNeundip yeo) erexieq eloun] ueiode] ureep ISBULICIUL > %G/ BYI[" 'q
%06

< selAtE ueensaiusd werep ueeundIp Y] Bedlaq ellsun uricde] werep seuIou eI e

“elroury redeousw Hniun sBUATIHE UerENn
urerep wexeundip ye[at erexisq elisuny velode urerep 1se

0,01 5 eloup] ueaode; seunojur uetfeluad werep 1sedistrediaq Juek remeldad vty 5
0,0+t 5 elaun] uelode] seuLtofu; uetfefuad urerep sedisnrediaq Sued remedad > 9,07 ©IP P -
- 9,5/ 5 elpurn ueiode] sewaojur wetfeduad urerep sedisniediaq 3ued remedad > 90t I 0 :
9,06 5 Bliaun wesode] sewaojur uelfeduad wepep wedisnrediaq 3ued remedad > 946, €I "G ynamyss uermpaday pelusw eliaur| ueiode] Weep [SewIojut Uel
v,06< elraup welode] seuntojur uetfeduad urerep 1sedisnrediog Sued remedad exie e
. "[qeme Bunsst
' ehoupy vereiuad ynyun weEUNSIp Yoo} uextestp Sued [seutiojur BYIf "BA weurdund ewrein veneysad pefusw neros elioury uelode; werep 1se
BAw)
sRa 0s‘L efzoupy redecuswr werep weqeliqo3 /1
umjeg ugrensaiuad urersp Ivsd:
Fedwep ueHaqUIIW Yula) ef1aury wel

asuaprag
1eyed

el1oun| uereqlad 1ISEpUIWONRY %01 5 UeNojulduawl yela) elisun] ueiode] uawinyop exi '3
%0t 5 elioun] ueyreqiad I[SEPUSONSY OJUT > %0T eI P
%S4 5 elIaup] Uenreqiod ISBPUSWONSY OFUl > %0t I 0
%06 5 elIouny| Uesreqad [SePUSWoNay oJul > %G/, BXIr °q
elioun] weqreqIad 1SEPUSWIONIY %406 < Uexojudusu yefs] elsury ueiode] UsSWNHOD BRI B

‘(elrauny ueqreqiad 1sepuawicyay) usdap a3 eldur ueeundu
ep weNreqlad eledn wexoyuBusur yeray elisury uezode] ust

elisun] tedecustu WEEP BAEP

JaquIns ueeundduad sere 1SUISYS 94,07 5 uBNoJuIBuLw B[Sl Blasun usiode] USUNNOP VI 9
2%,0¢ 5 Bliaury redesuow werep eAep aquins ueeundiuad sele ISUIISYD OJUT > %401 B P
9,¢/ s eloun redeouswr wrerep efep Isquins ueeundsduad sEIE ISUSISYS OJUL > %0t BMI[® 9
%06 5 Blioun] redeousw welep edep Jequins uveundiusd sele ISULSYS OJUI > %G/ BYIN °q
eloup] redeouswr werep vAep

Inqumns ueeundduad sere [SUISYI 94,06 < UeNojuldusw el elraun| welode] USWINYOpP B[ B

elrouny redeouow werep elep 1
ueeund8usd seje susisye ueNojuBusw Yeral elisurny uelodeT uat

viumelequUEy neje/uep BleAu eAvdn
e}19s3q eloury weredes svle sejTeny 9,01 5 UeyoJuidusw Yeral elisun{ uerode] uawInyop EXI[ '3

ueiele’

repn oae

MEL jogog ey /usnodwoy qng/usuodwo

133388 /31Un




dDMVS Isenfeaq siynp

‘TewIsiu] BIsury SEN[IGEIUMY ISen[ead sruya) uewtopad ye

8 TeH8Us

sna 00's L
wmjsg Ye[93 feulalu] efIoupy seIfIqeiunyy s
o TVN
00°ST VOHHANIH SVLITISV.INAYV ISV!

%01

s 1sestuedic elpun edepng ueyeqrued mynoreduadwow elioury vesode] urerep ISeULIOJU] eI '3
o0t 5 Isesiuedio eloup] eAepnq uveyeqniad ynreduadwow > %401 €Nif P

%,C/ s weestuedio eftouny BAepng ueyeqiiad nredusduws > 94,0 BN 0

2,06 5 1sesmuedio elouny elepng ueyeqniad qrueduasdwam > oG, BHI '

%06<

wesTtug8io eloun] efepng ueyeqrusd mynreduadwett eliauny wetode] welep 1SBULIOIU] BYIf 8

‘1esnuedIo 1
efepng uveyeqrisd ynreduaduaw nrepes elioup] uelode] urerep 1se

%01 5 eAmmiuag

elouny ueetesuarad uerensafuad urefep uesjeunsip yers) efioun] usiode] urerep seuLIojul Byip ‘9
9,0 5 eAuinyLIaq elasun| ueeuesualad uerensaluad > %071 BHIP P

G/ 5 eAUnNIIaq Bloun] ueeuedsualad uverensaiuad > o404 BHIP O

o406 5 BAMNLIaq elsun] ueeteouasad usrensalfuad > 946/ ByIP 'q

%06 < eAumnuaqg

eloun] veeuweosustad uerensafusd arefep weyeundp yee eloupy uveilode] urerep 1SBULIOJU] BN B

“gAuroLIsq depeyrp wexe 3uesk elaun ugsue
werensaiuad urefep ueNeundip yeps) elioury uerode] urerep e

%01 5 selanse uerensaiuad urelep ueeundip yeral elisun] ueiode] urejep iseuLIOU] eIy 2
9,0 5 eloun] ueriseyleqay ueredeousd [Senfead > 9401 BHIC ‘P
94,62 5 eilaunf uepseytaqay weredesuad seN[RAd > 9%0b BHIL O

"e[IoUn] Ue[ISeyIaqay Uere

9,06 5 elloun] uenseyisqay ueredeouad 1weNEAD > 4G/ BHI g ISen{ess urerep ueseunsp yersy elrouny ueiode] weep 1se

%06 < elaun]
ueqseagay uemdeouad senfess urerep weeundip yeal vleup] usliode] werep 1$8ULIOJU] B B

9401 5 UeIesaue

ueeundsusd werenssiusd ureep ueNeUNSp Yeral eTedlaq elisun] uerode] urefep ISBULIOJU] BHI[ 9
90 5 ueseddue ueeundduad uerensadusd > 9,01 BHIC P

o,c/ s ueredsue ueeun83uad werensaiuad > 90 BHIL 0

9,06 5 were88ur ueeun3uad uemenssiuad > oG BHIC g

0406 < erediue

ueeundduad uerensaiuad urerep UeNeUNIp Ysiol BleNIaq elpun] uerode] urelep ISBULIOJU] BYI[ B

uejgye)

“efrouny redeosusw ynjun ueredsue ueeunsiuad ueren
urefep uweeunsip yels3 e[exJaq eloury uetode] werep 1se

ueqe

TefIN
MEf joqog el1331y fusuodwoy qng/uauodwo

13RS /3UN



%01 5 usqeundduow UEHBUBSHENP Yeld) eliourny sen[Iqeiunyy seneaq e -8
9,0+ = 1seyde veyeundduaul > 401 BYIL P
9,6/ s 1seyde wexyeunddusw > 904 BIHI, O

‘(1sexindy) sewiojul @o
wreyeunSBusw UeNeUESHE[ID B[O} [Bulalu] eloury SE)[IqEIUNYY IS

Jouapiag
reyRq

%06 5 Iseyde weseunSAuaw > oG/ BqIP °q
seynde ueseunddusuwl veBUEBSHEIP Ye[el elIoury] Seliqeilunyy Isenfead o,06 < eqI[ B
yessep jexduesad / eliay j1un 9,015 uensenp elsun] sejqeunyy senfeay ey ‘3
Yelsep yeqduelsad / o0t 5 Bl nun > o401 ueqnyepp elioun) seliqeiuny 1ISeneaq eqir 'p pessep yexBuesad fel:
yeiaep jexduelad / 9,/ s vlax jun > o0 wesnsfep elpuny] selIqeiunyy 1Sen[2ay exir ‘o :
yeasep jexduetad / %06 5 elied Jun > g uesnyenp elisury selqeiunyy senreay ey q YIRS BpEd UENBUSSELP We[ol [Fua3u] ehaun SERTqRiumy s
yessep jexduelsd / elran] jun 9,06< wesnye(ip elIsury SeNiqeiunyy senfeay eqir e
) %01 5 elury senqqeiunsy 1senfeay ueurerepuad exip -2
%Qb selieury seuiqeiunyy senfeay ueurefepuad > 94,01 eXIf P
%62 5 elisury seyjigejunyy senfeay uewerepuad > 9,0 exIP 0
%06 s elaury seniqejunyy senfeay uewerepusd » %G/ ey 'q repemat: Sued weure
9%,06 < elisury seyqEIUNNY ISENEAY urweiepuad e e weSusp UeHBURSYENP Ye[a} [SUISYu] .m.nﬂ.ﬁ.ﬂm SENNIQEIUY 18
repewsw Jued NS %01 5 YI[0 UexeussesIp elIoury seyIqeiunyy Isenfeay e, -a
%0t 5 repewawt Bued WAS > %0T eI P _—
%G 5 Tepewsw 3ued IWAS > %0y B0 0 | g e SN — o TeUIS i
Uy elisu SBIIdBlU 191
0406 5 Tepewow Swek WAS > %G/ BT q WAS Yalo uexsuesHeNp Yela) [e [ e[12un] seITIqeIUNY T
repewawr Bued NAS %06 < Y90 Ueeuesyellp elisury se)iqeiuns]y isenfeay ey e
sefap doyny ‘TepUElS TENSIS UBNBURSHE[P UB[21 [BUIaIU] elIsury] SEI[ejunyiy Is
repemiaw Jusd ele(q I
%nhum 0S‘L ueSuap se[jenyiaq aIedss TN TUY
1°d Yu1a3 reusajul ef1UR) SEHIGEIUNAY [9
‘Bue!
separ doyny

BIBOAS UBNBUBSHE[P UE[3) [BUISIU] BlIoUuny] SENgEIUNY ﬂ.md.

901 5 ISEneAas ueNtoyenp duek elioy jun asvlussIdd ey '
%0t 5 1senras uenyep ued eliay 1un aswuasiad > 04,01 BHIC P
9G4 S 18eNeAd uenIelp Sued elIsy jTun asejussiad > %0 BYI 'O

%06 5 1sENEAs ueynye[p Suel Bl1ay 1Iun aseluLsIsd > %G B 'q
0406 < ISen[EAs weNtep 8uek vlisy 11un aseIUISIag B[ B

ueiRIe)

elsep rexduelad felI:
ynanpas eped useuesHE[P Ye[a] [eutaiu] elisury selqeiuniy Is

ueqe

PN oo

joqog en1a3ry Jusuodwoy qng/uauoduio

I333es /3N




(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:

memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

menilai tingkat implementasi SAKIP;

menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan

AKIP; dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
periode sebelumnya.

poop

Pasal 3

Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Il
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4
(1} Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

(2} Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektorat Daerah dapat menggunakan
instrumen evaluasi berbasis elektronik.

Pasal 5

Pelaksanaan Ewvaluasi AKIP mengacu pada pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,

pada tanggal 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAXG ERMANTO
Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

THAMRIN


ttd

ttd


Unit/Satker

omponen/Sub Komponen/Kriteria
Nilai

mentasi SAKIP telah meningkat karena
asi Akuntabilitas Kinerja Internal

Catatan

Daftar

Evidence

gga memberikan kesan yang nyata 12,50 B];:lu:in
ak) dalam efektifitas dan efisiensi

ja

1h rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah
aldlanjuti.

terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan
 lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja
al.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk
kan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam
akung efektifitas dan efisiensi kinerja.

terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan mernanfaatkan
valuasi akuntablitas kinerja internal.

a. Jika > 90% rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
b, Jika 75% < rekomendasi yang ditindaklanjuti < 90%

c. Jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti £ 75%

d. Jika 10% < rekomendasi yang ditindaklanjuti < 40%

e. Jika rekomendasi yang ditindaklanjuti < 10%

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
ttd

NANANG EEMANTO



ttd


Unit/Satker

omponen/Sub Komponen/Kriteria Jaw

aban Nilai

mentasi SAKIP telah meningkat karena
v5i Akuntabilitas Kinerja Internal

Catatan

Daftar
Evidence

yga memberikan kesan yang nyata 12,50 B;:;T

ak) dalam efektifitas dan efisiensi

ja

1h rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah

aklanjuti. p -

terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan
- lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja
al.

Evaluasi Alcuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk
kan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam
1kung efektifitas dan efisiensi kinerja.

terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan
>valuasi akuntablitas kinerja internal.

a. Jika > 90% rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
b. Jika 75% < rekomendasi yang ditindaklanjuti £ 90%

c. Jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti s 75%

d. Jika 10% < rekomendasi yang ditindaklanjuti < 40%

e. Jika rekomendasi yang ditindaklanjuti £ 10%

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG'ERMANTO


ttd




